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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR  06  TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, telah 
disusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015; 

b. bahwa Kabupaten Bulungan memerlukan Perencanaan 
Pembangunan Jangka Menengah sebagai pedoman dalam 
menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima 
tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); 

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4124); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4405); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan,  Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana 
Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 7); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor  2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2011 Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan  

BUPATI BULUNGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 
2010-2015. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
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